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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana dalam pemenuhan 

kehidupannya memerlukan keikutsertaan manusia di sekitarnya, sehingga manusia 

cenderung hidup dalam suatu kelompok. Salah satu bentuk  bahwa manusia 

membentuk kelompok guna pemenuhan kehidupan adalah keinginan manusia 

dalam membangun suatu keluarga. Dalam berkeluarga terdapat suatu tahap 

dimana dua individu dipersatukan dalam suatu ikatan perkawinan, dimana ikatan 

perkawinan tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan. Menurut Pasal 1  

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya 

disebut Undang Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah 

ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selaras dengan pengertian dari adanya suatu 

perkawinan, perkawinan bertujuan agar setiap pihak saling membantu dan 

melengkapi sehingga masing – masing pihak dapat mengembangkan kepribadian, 

membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materiil.1 

Dalam suatu perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang 

sejahtera. Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu 

memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materiil yang layak, bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antara 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonesia Legal  
Center Publishing, 2007), hal. 2  
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anggota, antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya, dengan jumlah 

anak yang ideal untuk mewudjudkan kesejahteraan lahir dan batin ialah 

pengertian dari keluarga sejahtera. Dalam suatu perkawinan tidak hanya mengikat 

dua individu tetapi juga menciptakan suatu akibat hukum antara kedua pihak. 

Dalam suatu perkawinan terdapat 3 (tiga) akibat hukum yang ditimbulkan dari 

perkawinan, antara lain akibat hukum terhadap hubungan suami istri, akibat 

hukum terhadap harta kekayaan dan akibat hukum terhadap kedudukan anak.2 

Penelitian ini akan lebih mengarah kepada akibat hukum yang tercipta terhadap 

hubungan suami istri dan harta kekayaan. 

         Menciptakan keadaan yang sejahtera dalam kehidupan rumah tangga di 

dalam suatu ikatan perkawinan diperlukan adanya hak dan kedudukan bagi 

masing - masing pihak. Hak dan kedudukan merupakan bagian dari akibat hukum 

atas hubungan suami istri. Pada dasarnya baik itu suami maupun istri memiliki 

hak dan kedudukan yang seimbang, oleh karena itu memutuskan sesuatu dalam 

rumah tangga harus dilakukan bersama oleh suami istri tersebut.3 Hal tersebut 

dilihat pada Undang Undang Perkawinan Pasal 31 ayat 1 dikatakan bahwa “Hak 

dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. 

Penggambaran mengenai hak dan kedudukan suami dan istri seimbang dapat 

dilihat dalam kehidupan keluarga modern dimana cenderung banyak menunjukan 

keberhasilan antara istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga maupun 

suami sebagai kepala keluarga  yang pada akhirnya harta kekayaan hasil 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hal. 61. 
3 MR Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Indonedi Legal Center 
Publishing, 2007), hal 3. 
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pencarian bersama dimanfaatkan bersama, sehingga dari adanya keseimbangan 

hak dan kedudukan suami-istri tersebut, masing-masing pihak berhak untuk 

melakukan perbuatan hukum.4 

Selain mengenai hak dan kedudukan suami dan istri, suatu perkawinan 

menciptakan keluarga yang sejahtera juga diperlukan harta kekayaan guna 

memenuhi kelangsungan hidup dalam keluarga. Kebutuhan akan harta benda 

dalam keluarga dibutuhkan untuk kebutuhan dan kepentingan anak anak, oleh 

karena itu kebutuhan akan harta benda tidak saja untuk pengembangan diri pribadi 

suami dan istri.5 Pada Pasal 35 Undang Undang Perkawinan membagi harta 

menjadi 3 (tiga), yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta 

perolehan merupakan harta masing-masing suami istri yang diperoleh bukan 

karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, 

warisan atau wasiat.6 Harta perolehan merupakan bagian dari harta bawaan atau 

harta pribadi, dimana harta bawaan atau harta pribadi merupakan harta masing-

masing suami istri yang merupakan harta yang sudah dimiliki suami atau istri 

pada saat perkawinan dilangsungkan dan tetap di bawah penguasawan suami istri 

yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian.7  Harta pribadi meliputi :8 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Hilman Hadikusuma, Hukum kekerabatan Adat, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hal. 105. 
5 Muhammad Djumhana, Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
1994), hal.27. 
6 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam perkawinan, (Depok: Rajawali 
Pers, 2019), hal. 88. 
7 Ibid, hal 104 
8 Ibid, hal . 105. 
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1. Harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam 

perkawinan termasuk  utang yang belum dilunasi sebelum 

perkawinan dilangsungkan 

2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah hadiah atau pembeian 

dari pihak lain kecuali ditentukan lain 

3. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali 

ditentukan lain 

4. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang 

perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat 

pengurusan harta milik pribadi tersebut. 

Mengenai harta bersama, hal tersebut merupakan suatu perolehan harta yang 

tercipta pada saat ikatan perkawinan berlangsung, dimana masing-masing pihak 

pada saat terikat suatu ikatan perkawinan, harta yang diperoleh pada saat 

perkawinan tersebut berlangsung maka akan menjadi persatuan bulat harta 

kekayaan suami istri atau harta bersama dan harta bersama berakhir saat 

pekawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian 

maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi : 9 

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung  

2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan 

apabila tidak ditentukan demikian 

3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali 

yang merupaka harta pribadi masing-masing suami dan istri. 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam perkawinan, (Depok: Rajawali 
Pers, 2019), hal. 104. 
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Memiliki hak dan kedudukan terhadap hubungan suami dan istri dan harta 

kekayaan yang sama dalam perbuatan hukum, tentu saja tidak terlepas dari 

ketentuan tertentu yang membatasi perbuatan hukum kedua pihak, ketentuan 

ketentuan seperti berikut : 

1. Pasal 1678 KUHPerdata : tidak diperbolehkan selama perkawinan 

penghibahan antara suami dan istri, kecuali barang-barang yang 

tidak seberapa harganya. 

2. Pasal 1601 KUHPerdata : tidak diperbolehkan adanya perjanjian 

perburuhan antara suami dan istri. 

3. Pasal 1467 KUHPerdata : tidak diperbolehkan adanya perjanjian 

jual beli antara suami dan istri. 

Prakteknya terdapat kasus yang tertulis pada putusan nomor 

787/Pdt.G/2014/PN.DPS, dimana dalam kasus ini terdapat pasangan suami istri 

yang melakukan perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang Undang 

Perkawinan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-

undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada 

hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia”. Pada kasus ini suami adalah seorang warga 

negara asing yang selanjutnya disebut WNA, sedangkan istri adalah warga negara 

Indonesia yang selanjutnya WNI. Pasangan suami istri ini telah terikat dalam 

suatu perkawinan sah pada tanggal 13 September 2006 dihadapan 

penghulu/agama Islam melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Balikpapan Utara 

dengan akta Nikah Nomor : 715/55/IX/2006. Setelah menikah sang istri pada 



	
  

	
  

6	
  

tanggal 12 Juni 2007 telah membeli sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak 

Milik Nomor : 1022. Mereka sepakat untuk membuat bangunan di sebidang tanah 

ini yang kemudian akan menjadi sebuah villa. Suami istri tersebut melakukan 

suatu tindakan hukum yaitu membuat perjanjian antara suami dan istri yang 

dituangkan dalam akta yang dibuat di kantor Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta 

Tanah yang selanjutnya disebut PPAT. Perjanjian tersebut  terdiri dari 4 akta 

yaitu: 

1. Akta Notaris Nomor 89 tanggal 24 Maret 2008 tentang Sewa Menyewa 

Tanah 

2. Akta Notaris Nomor 90 tanggal 24 maret 2008 tentang Pengakuan Hutang 

Dengan Memakai Jaminan 

3. Akta Notaris Nomor 91 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pernyataan dan 

Kuasa 

4. Akta PPAT Nomor 108 tanggal 01 April 2008 tentang Akta Pemberian 

Hak Tanggungan 

Keempat akta notaris dan PPAT tersebut merupakan suatu akta mengenai tanah 

dan bangunan, yang dimana keempat akta tersebut  mengandung unsur 

peminjaman nama atau perjanjian nominee dan pada tanggal 30 Oktober 2014 

sang istri menguggat pihak suami dikarenakan telah melakukan perjanjian dengan 

pinjam nama atau yang sering dikenal sebagai perjanjian nominee. 

Perjanjian nominee tidak diatur secara tegas dalam sistem hukum yang 

berlaku di Indonesia, namun pada kenyataanya perjanjian nominee banyak 
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dipraktikan oleh WNA yang menggunakan nama seorang WNI yang bertujuan 

untuk memiliki tanah di Indonesia. Perjanjian nominee dikategorikan sebagai 

salah satu bentuk perjanjian innominaat/perjanjian tidak bernama dikarenakan 

mengenai perjanjian ini tidak diatur secara khusus dan tidak secara tegas 

disebutkan dalam pasal KUHPerdata. Menurut kamus hukum atau Black’s Law 

Dictionary, terdapat pengertian dari nominee ialah : “One designated to act for 

another as his representative in a rather limited sense. It is used sometimes to 

signify an agent or trustee. It has no connotation, however, other than that of 

acting for another, in representation of another, or as the grantee of another.” 

Memiliki terjemahan, seseorang ditunjuk bertindak atas pihak lain sebagai 

perwakilan dalam pengertian terbatas. Ini digunakan sewaktu-waktu untuk 

ditandatangani oleh agen atau orang kepercayaan. Tidak ada pengertian lain 

daripada hanya bertindak sebagai perwakilan pihak lain atau sebagai penjamin 

pihak lain.10 Dalam prakteknya di Indonesia perjanjian nominee dapat dilakukan 

dengan cara seorang WNA yang meminjam nama dari seorang WNI dan dengan 

persetujuan kedua belah pihak pada akhirnya menuangkan kesepakatan tersebut 

dalam suatu perjanjian. 

Perjanjian nominee merupakan salah satu permasalahan yang memiliki 

hubungan erat dengan pertanahan. Mengenai tanah di Indonesia sudah diatur jelas 

pada Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok Pokok 

Agraria. Dalam Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar 

Pokok Pokok Agraria dijelaskan bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10 Andina D. Saputri, “Perjanjian Nominee Dalam kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing 
Yang Berkedudukan Di Indonesia”. Jurnal Repertorium.Vol. II No. 2, Juli – Desember 2015, hal. 
100. 
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negara Indonesia, hal ini tertulis pada Pasal 11 Undang Undang Pokok Agraria 

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 

orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Hak milik dapat beralih dan 

dialihkan kepada pihak lain dan hanya Warga Negara Indonesia yang dapat 

mempunyai hak milik”. Hak yang dapat diperoleh Warga Negara Asing ialah 

hanya dapat memperoleh hak sewa untuk bangunan dan hak pakai. Hal ini tertulis 

pada Pasal 45 UUPA, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga negara 

Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan 

hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Pada pasal 42 mengatur 

mengenai kepemilikan hak pakai yaitu warga negara Indonesia, orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia, dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Melihat uraian diatas, Penulis ingin 

membahas secara lebih mendalam kasus tersebut dengan memfokuskan pada 

perjanjian yang dibuat oleh suami istri tersebut yang mengandung unsur 

perjanjian nominee dan kaitannya dengan akta notaris dalam sebuah skripsi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun mengenai pokok pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

adalah tentang : 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian yang dilakukan 

Penggugat/WNI (istri  dari tergugat) dengan Tergugat/WNA 
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(suami dari Penggugat) yang terindikasi sebagai perjanjian 

nominee dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS jo. 

193/PDT/2015/PT.DPS jo. 3403K/Pdt/2016? 

2. Apakah proses pembuatan Akta Notaris dan PPAT dalam perkara 

No 787/Pdt.G/2014/PN.DPS jo.193/PDT/2015/PT.DPS 

jo.3403K/Pdt/2016 mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum 

dan bagaimana akibat hukum terhadap keberlakuan akta notaris 

tersebut ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian merupakan bagian  penting dalam ilmu pengetahuan selain itu 

ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap 

perjanjian yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan 

Warga  Negara Asing yang terikat pada perkawinan campuran  dan 

terindikasi sebagai perjanjian nominee dalam perkara nomor 

787/Pdt.G/2014/PN.DPS jo. 193/PDT/2015/PT.DPS jo. 

3403K/Pdt/2016? 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis proses pembuatan Akta 

Notaris dan PPAT dalam perkara No 787/Pdt.G/2014/PN.DPS  

jo.193/PDT/2015/PT.DPS jo.3403K/Pdt/2016 mengandung unsur 



	
  

	
  

10	
  

Perbuatan Melawan Hukum dan bagaimana akibat hukum terhadap 

keberlakuan akta notaris tersebut  

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

a.  Manfaat secara teoritis. 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa 

tentang hukum perjanjian khusunya mengenai perjanjian nominee 

yang dilakukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing 

dalam ikatan perkawinan campuran. 

b. Manfaat secara praktis. 

Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini 

diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan 

akademisi, praktisi maupun masyarakat umumnya yang ingin 

melakukan perjanjian agar mengetahui aturan, yang berlaku 

terlebih adanya larangan bagi suami istri dalam suatu perkawinan 

untuk membuat perjanjian. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penulisan makalah ini, 

maka dirumuskan sistematika sebagai berikut, yang terbagi atas 5 (lima) bab: 

BAB I  : PENDAHULUAN 
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Pada bab  pendahuluan akan membahas beberapa mengenai latar 

belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab kedua menguraikan tentang mengenai landasan teori dan 

landasan konseptual. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat prosedur atau cara untuk mencapai suatu 

tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini harus menggunakan 

pengetahuan tentang metode yang digunakanan dalam penelitian 

untuk kemudiad dapat memecahlan masalah dari apa yang di teliti 

dengan melaksanakan prosedur atau cara. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ketiga membahas analisis dari pokok permasalahanyang 

pertama  yaitu mengenai keabsahan dari perjanjian nominee 

terhadap tanah di Indonesia sesuai dengan  Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku di Indonesia. 

BAB  V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini yang berisi 

kesimpulan dari segala pembahasan terhadap setiap masalah-

masalah  yang diangkat. 

 

 


